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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media 

sosial yang ada di Indonesia. 

3.1.1 Pengeritan Perundungan dan Perlindungan  

Perundungan berasal dari kata "rundung", yang berarti 

mengganggu, mengusik, atau menyusahkan. Jika digabungkan 

dengan  kata "siber" dengan istilah "cyberbullying", yang merujuk 

pada perundungan di media sosial.  Indonesia dapat dikatakan 

negara yang berlandaskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, menegakkan prinsip moral, etika, dan ahklak yang mulia, 

dan menjunjung tinggi karakter unggul negara. Negara ini juga 

teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

menghargai keragaman dalam kehidupan sosial, nasional, dan 

internasional. 

Perundungan di media sosial merujuk pada perilaku 

intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui 

platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan 

lainnya. Ini bisa termasuk menyebarkan informasi palsu atau 

merugikan, mencemari nama baik seseorang, atau membuat 

komentar yang menyinggung secara emosional. Perundungan di 

media sosial, adalah aspek baru dari kejahatan yang harus 
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diperhatikan oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kejahatan 

ini terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat tetapi tidak diikuti 

dengan pemanfaatan teknologi yang benar. Selain itu, kurangnya 

etika pengguna media sosial menyebabkan kejahatan ini terjadi.1 

Diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam 

menghadapi tindakan perundungan yang semakin marak di kalangan 

pelajar. Karena perundungan adalah masalah bersama, Untuk 

menangani masalah ini, penting untuk memahami akar 

permasalahan dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya 

perilaku perundungan. Yang dimana kita tahu dampak dari 

Perundungan di media sosial dapat mempengaruhi psikologis yang 

serius pada korban dan menjadi masalah yang signifikan dalam 

lingkungan digital saat ini.  

Di Indonesia, juga ada perlindungan terhadap kedudukan 

dan kehormatan setiap warga negara. Perlindungan hukum 

memastikan bahwa harkat dan kedudukan seseorang serta hak-hak 

asasinya diakui dan terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

melindungi individu atau hak-hak tertentu sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, serta sistem yang mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan.2 Perlindungan hukum adalah segala upaya penegak 

 
1 Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan 

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. Lex Crimen, Vol. 10 No. (11). 
2 Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM 

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL. 
SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6 No. (3).  
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hukum untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman gangguan, 

teror, dan kekerasan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan persidangan di pengadilan.3 

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di 

media sosial  yang ada di Indonesia  

Anak dapat dikategorikan seseorang yang belum dewasa, 

baik itu anak laki-laki atau Perempuan. Anak juga dapat diartikan 

orang yang lahir karena adanya perkawinan. Berdasarkankan 

Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dimaksud dalam 

undang-undang adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang 

telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban 

perundungan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 

Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 

tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.  

Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan buruk seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan 

penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan 

memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta melindungi mereka dari 

kekerasan dan perlakuan salah. Anak-anak juga berhak mendapatkan 

 
3 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan 

Saksi 
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bantuan hukum dan bantuan lainnya jika mereka terlibat dalam 

tindak pidana. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa ketentuan ini dijalankan dengan baik.4 

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa 

kementrian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan anak harus bekerja sama dengan lembaga yang 

terkait dengan perlindungan anak. Koordinasi yang dilakukan 

melibatkan pengawasan, penilaian, dan laporan tindakan 

perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu 

ditegaskan bahwa undang-undang yang berlaku telah membentuk 

Komisi Perlindungan Anak yang ditugaskan kepada setiap 

pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan hak-hak seorang anak dan pemenuhan hak-hak mereka. 

Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak di setiap daerah, 

lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk 

melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan atau anak-anak 

yang menjadi korban kekerasan. 

Definisi kekerasan terhadap anak anak adalah tindakan yang 

mengakibatan penderitaan atau kesengsaraa, baik secara fisik, 

mental, seksual, pengancaman atau melalui penelantaran. Ini 

termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan 

 
4 Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat 1A, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20. 

Undang-Undang  No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
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kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, atau ancaman, 

keasusilaan, pornografi, memperalat anak untuk melakukan 

kejahatan dan sebagainya tindakan ini dikategorikan termasuk dalam 

tindakan perundungan anak di media sosial kepada anak. Tindakan-

tindakan seperti bukan hanya terjadi di kehidupan nyata akan tetapi 

juga terjadi ketika kita menggunakan media sosial oleh karena itu 

inilah yang menjadi tugas para penegak perlindungan anak untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada korban.  

Hukum dapat dikatakan menjadi sebagai fungsi atau alat 

untuk memberikan perlindungan bagi manusia, dengan tujuan utama 

mencapai keadilan. Hukum dapat berjalan secara damai dan 

seimbang apabila diikuti dengan taat oleh manusia, namun tidak 

dapat dihindari bahwa masyarakat bisa melakukan pelanggaran 

hukum, baik di kehidupan yang nyata maupun di media sosial. 

Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas, mulai dari ancaman 

yang disebarkan melalui internet hingga pengiriman pesan teks dan 

surel yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketakutan. Jenis 

intimidasi ini sulit diidentifikasi dan sering kali sangat 

berbahaya.Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.  

Lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak 

pidana perundungan melalui media sosial di Indonesia yang dimana 
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perundungan di meda sosial memiliki bermacam-macam bentuk 

kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang tidak ada 

peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap perundungan di 

media sosial akan tetapi di Indonesia masih memiliki peraturan yang 

terkait terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial 

peraturan tersebut yang bisa kita jadikan dasar hukum dalam 

perlindungan hukum terhadap orang dewasa maupun anak-anak 

yang mengalami tindakan perundungan di media sosial yaitu 

Undang-Undang ITE. 

Karena undang-undang ITE memberikan perlindungan 

hukum kepada korban tindak pidana perundungan di media sosial, 

juga dikenal sebagai perundungan di media sosial, perlindungan 

hukum merupakan fungsi hukum. Sarana perlindungan hukum 

terdiri dari dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum 

represif hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh peraturan-

peraturan seperti ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya yang 

dapat diterapkan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Dalam 

sistem ini, sanksi dapat diterapkan sebagai tindak balas atas 

pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum preventif dibantu 

oleh masyarakat, media massa, dan pelaku usaha. Mereka 

meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan hukum yang 

berlaku untuk melindungi anak dari perundungan di media sosial, 

seperti perundungan di media sosial. Media masa melakukan banyak 
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hal untuk memberikan informasi dan materi edukasi tentang hal-hal 

sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan 

tujuan utama memprioritaskan kepentingan terbaik anak.  

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum 

perundungan di media sosial ada dalam Undang-Undang – Undang 

No.1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik: 

 Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang mengandung bertujuan untuk menyebarkan foto atau 

video yang mengandung kesusilaan (termasuk dalam jenis 

perundungan di media sosial Denigration dan Outing), serta 

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan 

yang disebarluaskan melalui sistem elektronik, dapat dikenai sanksi 

(termasuk dalam jenis perundungan di media sosial Harassment dan 

Denigration). Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa 

izin menyebarkan atau mengirimkan informasi atau dokumen 

elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan 

hukum, atau mengancam menggunakan kekerasan, serta 

menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan 

terhadap individu atau kelompok, dapat dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.  
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Hal ini juga mencakup penyebaran informasi, file, pesan, dan 

video yang berisi ancaman kekerasan langsung kepada seseorang 

(termasuk dalam jenis perundungan di media sosial cyber stalking, 

harassment, dan flaming). Sedangkan perlindungan hukum terhadap 

penipuan (bentuk perundungan di media sosial Outing ) 

menyebarkan berita palsu hingga mengakibatkan adanya kerugian 

terhadap pengguna dalam melakukan transaksi di sosial media 

dengan membujuk seseorang atau menipu untuk mendapatkan 

rahasia pribadi dengan bertujuan untuk menyebarkan rahasia telah 

diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 

Dari penjelasan pasal diatas mengatur mengenai penipuan dalam 

konteks transaksi elektronik. Meskipun belum sepenuhnya 

memenuhi unsur cyber impersonation.  

Dari penjelasan diatas berdasarkan ketentuan yang ada akan 

memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan di 

media sosial. Karena sebagai warga Indonesia, kita seharusnya 

sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terhadap 

tindak pidana yang terjadi di sosial media termasuk dalam kategori 

tindakan perundungan di media sosial. 5 Kita juga harus mematuhi 

undang-undang ini saat berinteraksi di media sosial. Korban 

perundungan di media sosial memiliki hak untuk melaporkan 

 
5 Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2)  Undang-

Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Laporan dapat diajukan ke 

kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti berupa tangkapan layar 

(screenshot) atau rekaman lain yang menunjukkan terjadinya 

perundungan di media sosial. Walaupun pengaturan mengenai tindak 

pidana perundungan di media sosial belum memiliki peraturan yang 

mengatur secara spesifik akan tetapai dengan adanya Undang-

Undang ITE, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi 

korban perundungan di media sosial dan memastikan bahwa korban 

dilindungi dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum 

anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:  

1. Perlindungan terhadap hak-hak aasasi dan kebebasan anak 

Sistem kesejahteraan anak dan keluarga diterapkan dalam 

kerangka kebijakan yang berkelanjutan dan mencakup tingkat 

makro hingga mikro, karena anak-anak memiliki hak-hak yang 

merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan terkait 

dengan peran negara. 

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan 

Anak-anak yang menjadi saksi atau korban berhak atas 

perlindungan pribadi, perlindungan identitas, perawatan medis, 

dan bantuan hukum. Sepanjang proses hukum, pemerintah dan 

lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

hak-hak ini dilindungi dan dipenuhi. Anak-anak yang menjadi 

korban pelecehan harus menerima perlindungan yang tidak 
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hanya melindungi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta 

benda mereka, tetapi juga melindungi mereka dari ancaman 

untuk memberikan kesaksian, baik saat ini maupun sebelumnya. 

Perlindungan keselamatan, keluarga, dan harta benda mereka 

adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. 

Korban, yang paling sering terkena dampak, memiliki hak 

untuk berpartisipasi dalam proses menentukan jenis 

perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan.Hak-hak lain 

yang harus dijamin sejalan dengan hak korban untuk 

mendapatkan perlindungan terbaik. Korban tindak pidana 

memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. Korban dapat 

menerima kompensasi seperti biaya perawatan medis atau 

psikologis, kehilangan kekayaan atau penghasilan, atau 

kerugian yang terkait dengan penderitaan yang disebabkan oleh 

tindakan pidana.6 

3. Perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial atau 

di dunia nyata (intimidasi, penghinaan, atau ancaman, 

keasusilaan, pornografi,dan tindakan lainnya) 

Seorang anak yang mengalami tindakan  perundungan di 

media sosial dilindungi dengan berdasarkan Undang-Undang 

No.1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.19 

 
6 Pasal 4 dan Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).7 

Seorang anak yang mengalami tindak pidana yang 

disebutkan diatas, dalam di dunia nyata, berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Semua orang di Indonesia 

berhak dilindungi dari ancaman pidana perundungan atau 

perundungan di media sosial yang dapat mempengaruhi siapa 

pun. Peraturan KUHP Indonesia dapat mengkategorikan 

tindakan perundungan di media sosial berdasarkan beberapa 

pasal yang mencakup berbagai jenis perundungan di media 

sosial sebagai berikut: 

a. Di Indonesia, seseorang yang melakukan tindak pidana baik 

dalam keadaan sadar atau tidak sadar dalam mencemarkan 

nama baik atau kehormatan orang lain dengan tuduhan atau 

fitnah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan 

tanpa alasan yang jelas dan diketahui umum, dapat 

dihukum penjara selama sembilan bulan. (Terkait dengan 

tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk 

harassment.) 

b. Tindakan menyebarkan tulisan dan gambar yang 

mencemarkan nama baik orang lain di depan umum dapat 

mengakibatkan pidana penjara selama satu tahun empat 

 
7 Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Rechtens, Vo. 9 No.2 , 153-168. 



37 
 

bulan. (Hal ini berkaitan dengan tindakan perundungan di 

media sosial dalam bentuk harassment.)8 

4. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan 

Dalam UUD 1945. Anak-anak, sebagai subjek dan warga 

negara, berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

pelanggaran hak-hak konstitusional orang lain. Ini adalah 

ketentuan yang tegas dalam konstitusi negara Indonesia dan 

juga sebagai jaiminan bahwa setiap orang berhak untuk 

diperlakukan secara adil dalam sistem hukum dan dilindungi 

dari ancaman terhadap kehidupan, keluarga, kehormatan, dan 

harta benda mereka. Selain itu, setiap orang berhak untuk 

merasa aman dari intimidasi atau tekanan untuk mengambil 

keputusan apa pun, dan tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak 

adil yang disebabkan oleh alasan apa pun.9  

Upaya-upaya yang harus ki ita lakukan untuk meinghiindarii 

te irjadi inya pe irundungan di ime idiia sosiial adalah Peintiing untuk 

me imiiliikii ke isadaran diiri i dalam me ingontrol ti indakan yang dapat 

me irugiikan orang lai in. Se ibagai i re imaja, ki ita harus meinyadarii 

peintiingnya me inggunakan te iknologi i seicara bi ijak dan ti idak me inyaki itii 

peirasaan orang lai in. Meimbangun komuni ikasii yang bai ik de ingan 

orang tua dan me impeirkuat peinge indali ian diiri i adalah langkah 

 
8 Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
9 Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 29I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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peintiing. De ingan me ineirapkan upaya-upaya i inii, diiharapkan kasus 

perundungan di media sosial di i kalangan re imaja dapat beirkurang. 

2.3 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana 

perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia. 

3.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku 

Pe irtanggungjawaban pi idana me ineintukan apakah te irdakwa 

atau teirsangka dapat di ipeirtanggungjawabkan atas ti indakan pi idana. 

Pe ine intukan apakah se iseiorang akan di ihukum atau ti idak beirgantung 

pada apakah ada keisalahan yang di ilakukan saat ti indakan te irse ibut 

di ilakukan. Se ise iorang akan di ikeinakan hukuman pi idana ji ika teirbukti i 

meilakukan tiindak pi idana. Asas keisalahan, atau asas culpabi iliitas, 

meirupakan bagi ian dari i konseip peirtanggungjawaban pi idana, yang 

meinuntut keiseii imbangan antara pri insi ip ke iadi ilan (asas keisalahan) 

dan keipasti ian hukum (asas le igali itas). Pe irtanggungjawaban pi idana 

di iteirapkan me ilalui i proseis peimi idanaan deingan tujuan me inceigah 

ke ijahatan meilalui i peine igakan hukum, me inyeile isaiikan konfli ik yang 

di ise ibabkan ole ih keijahatan, me imuli ihkan keiseiiimbangan, dan 

meinci iptakan rasa aman di i masyarakat. Pe imiidanaan juga di ilakukan 

untuk meimbantu te irpiidana meinjadii orang yang leibiih bai ik dan 

meinghi ilangkan rasa beirsalah meireika.10 

 
10 Bayuaji, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (studi putusan 

nomor 97/pid. sus/2019/pn. smn). 
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Be irdasarkan peingeirti ian di iatas beirarti i seiseiorang yang 

meilakukan ti indak pi idana pe irundungan anak di i me idiia sosi ial akan 

be irtanggung jawab atas ti indakannya be irdasarkan keite intuan hukum 

yang ada, be irdasarkan keiteintuan yang ada me ireika yang meilakukan 

tiindakan peirundungan di i meidiia sosiia dapat meinghadapi i sanksii 

seipe irti i peinjara dan deinda, seisuai i deingan jeiniis pe ilanggaran yang 

meireika lakukan, se ipeirti i peinceimaran nama bai ik, pe inghiinaan, atau 

ancaman keikeirasan yang di isampai ikan meilalui i platform onli inei. 

Laporan dan bukti i seipeirti i tangkapan layar atau re ikaman diigi ital yang 

di imana sangat meimbantu proseis hukum dalam meilakukan age inda 

pe imbukti ian. Peime iriintah ataupun le imbaga te irkaiit meimiiliikii peiran 

krusi ial dalam meine igakkan hukum untuk me iliindungi i anak-anak dari i 

ri isi iko dan dampak neigati if cybeirbullyiing, seirta me imbeiri ikan 

pe irli indungan yang opti imal bagi i para korban. 

Pe irtanggungjawaban pi idana adalah peimbuktiian bahwa 

seiorang te irsangka atau te irdakwa be irtanggung jawab atas ti indak 

pi idana yang teilah teirjadi i seibeilumnya. Pada dasarnya, 

pe irtanggungjawaban pi idana adalah meikani ismei yang di ibuat untuk 

meinanggapi i peilanggaran hukum.  Pe ilanggaran dapat beirkiisar darii 

yang keiciil seipeirti i peilanggaran lalu li intas hi ingga yang se iri ius seipeirti i 

pe imbunuhan, peincuriian, peinganiiayaan ri ingan atau be irat, atau 

korupsi i. tanggung jawab meimiiliikii unsur-unsur yang meineintukan 

dan me injawab apakah se iseiorang dapat di ipiidana atas ti indakan yang 

teirjadi i. Untuk dapat di imi intai i peirtanggungjawaban, se iseiorang harus 
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meime inuhi i dua syarat peirtanggungjawaban pi idana: adanya ti indak 

pi idana dan keimampuan beirtanggung jawab. Ke isalahan tiidak dapat 

di ihiindari i dalam peirtanggungjawaban pi idana. Untuk di ipiidana kare ina 

pe irtanggungjawaban pi idana, seiseiorang harus me imeinuhi i syarat-

syarat beiriikut: 

1. Keiseingajaan  

Keiseingajaan adalah ni iat sadar dalam meilakukan se isuatu atau 

tiidak sadar dalam me ilakukan se isuatu yang di iatur atau di ilarang 

oleih hukum, de ingan tujuan untuk me imeinuhi i eileimein-eileimein 

yang harus teirpeinuhi i meinurut hukum untuk me imbuktiikan 

bahwa suatu peirbuatan adalah me ilanggar undang-undang, 

teirmasuk unsur pe irbuatan, keiseingajaan atau keialpaan, dan hasi il 

atau akiibat darii peirbuatan teirseibut.  

2. Keialpaan 

Dalam KUHP ti idak diite imukan  peinge irti ian  seicara teigas 

meingeinaii konseip ke ialpaan. Ole ih kareina iitu, untuk meimahami i 

arti i dari i ke ialpaan, peirlu diikaji i darii pe irspe iktiif para ahli i hukum. 

Yang meinyatakan keilalaiian me ingacu pada ke igagalan se ise iorang 

untuk beirti indak seisuai i deingan keiwaji ibannya, yang 

meinyeibabkan teirjadiinya suatu pe irbuatan yang meilanggar 

hukum dan ti idak me imeinuhi i standar yang ada. Keilalai ian biisa 

teirwujud keiti ika se ise iorang ti idak beirti indak se isuaii deingan standar 

yang seiharusnya di ipatuhii, kareina ti indakannya seindiiri i. 

3. Alasan Peinghapusan Pi idana 



41 
 

Teirhapusnya pi idana meirupakan suatu aturan yang pali ing 

utama yang di ibe iriikan keipada haki im dalam prose is peiradi ilan. 

Aturan i inii meingatur beirbagai i si ituasii di i mana seiorang peilaku 

teilah beinar-be inar me ilakukan ti indak piidana se ibagai imana yang 

di iatur pada pe iraturan-pe iraturan yang be irlaku dan se iharusnya 

di ijatuhi i hukuman, namun pada akhi irnya ti idak di iproseis hukum. 

Dalam konte iks iini i, haki im meimiili ikii keibiijaksanaan untuk 

meiniilai i apakah ada keiadaan khusus dalam kasus yang 

be irsangkutan, se isuaii deingan pe ineirapan alasan pe inghapusan 

pi idana. Doktri in meinyatakan bahwa alasan Dua je iniis 

pe inghapusan pi idana adalah meimbeinarkan dan me imaafkan. 

Pe irtanggungjawaban pi idana adalah prose is di i mana 

si iste im hukum meine intukan apakah seiorang peilaku dapat diikeinaii 

hukuman, yang sangat me impe ingaruhi i pe iran haki im dalam 

proseis peiradi ilan. Iinii ti idak hanya beirartii bahwa haki im seicara sah 

harus me imutuskan untuk me injatuhkan hukuman ke ipada peilaku 

ke ijahatan, te itapi i juga meinunjukkan bahwa pe ilaku be inar-be inar 

be irtanggung jawab atas ti indakan kriimi inal yang di ilakukannya. 

Saat me ingadi ilii kasus pi idana, haki im harus me impeirti imbangkan 

seimua bukti i yang diiajukan seilama peirsiidangan, bai ik yang 

meindukung maupun yang me ineintang tuduhan teirseibut. 

Haki im teitap beirtanggung jawab untuk me imahamii seiti iap 

aspe ik tiindak piidana yang di idakwakan, te irmasuk peimbeilaan 

yang mungki in diiajukan ole ih teirdakwa, seipeirti i alasan peinghapus 
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pi idana atau peirmohonan bandi ing, me iski ipun tiidak seilalu 

mungki in bagi i Jaksa Peinuntut Umum untuk me imbukti ikan 

ke isalahan deingan kuat. Peiri ilaku yang meilanggar hukum yang 

be irlaku, yang ti idak bole ih diitunjukkan keipada orang laiin kare ina 

dapat meirusak reiputasi i meireika dan me iliibatkan pi ihak keiti iga 

dalam peiriisti iwa teirseibut, diike inal seibagai i peirbuatan pi idana. 

Aspeik-aspeik i inii me injadi i standar peinti ing untuk meineintukan 

si ifat ti indak pi idana, yang meine ikankan peiriilaku yang me ilanggar 

hukum dan me imbutuhkan pe irti imbangan objeiktiif.11 

Unsur keisalahan be irupa keiseingajaan dan ke ialpaan adalah 

syarat untuk meinuntut peirtanggungjawaban pe ilaku, seibagai imana 

diijeilaskan seibe ilumnya. Keisalahan i inii meincakup makna peinceilaan 

te irhadap i indiivi idu yang te ilah me ilakukan ti indak piidana, kare ina 

peirbuatannya di ianggap beirsalah meinurut hukum yang be irlaku. Oleih 

seibab iitu, seiseiorang harus beirtanggung jawab atas keisalahannya. 

3.2.2 Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana 

perundungan anak di media sosial (cyberbullying)  

Pe ilaku tiindak pi idana pe irundungan anak di i me idiia sosi ial akan 

meinghadapi i konseikueinsii hukum se isuaii de ingan Undang-Undang 

Iinformasi i dan Transaksi i Eile iktroniik (IiTEi) seirta Undang-Undang 

Pe irli indungan Anak. Me ireika biisa teirke ina sanksii se ipeirti i peinjara dan 

 
11 Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 
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de inda teirgantung pada peilanggaran yang di ilakukan, seipeirti i 

pe inceimaran nama bai ik, pe inghi inaan, atau ancaman keike irasan 

meilalui i platform onli inei. Bukti i se ipeirti i tangkapan layar atau re ikaman 

di igiital peintiing untuk me indukung prose is hukum. Peiran peimeiriintah 

dan leimbaga te irkai it sangat peintiing dalam me ineigakkan hukum untuk 

meili indungi i anak-anak darii dampak ne igati if cybeirbullyiing dan 

meimbe iriikan peirli indungan pe inuh keipada korban. 

Deingan pe inggunaan te iknologi i i informasi i dan eile iktroniik, 

ke ibeibasan beireikspre isi i, ke ibeibasan beirpi ikiir, dan akseis teirhadap 

i informasi i meinjadii sangat pe intiing untuk me iniingkatkan 

ke ise ijahteiraan dan keimajuan ne igara, seirta untuk me imasti ikan bahwa 

pe ingguna dan peinye ileinggara si isteim e ileiktroniik aman, adiil, dan 

be ibas darii peilanggaran hukum. Be irbagaii fiitur dii duniia di igiital 

meimungki inkan pe inyeibaran kontein i ileigal, se ipeirti i peirjudiian onliinei, 

pe inghi inaan, peinceimaran nama bai ik, pe ime irasan, ancaman, dan 

pe inyeibaran be iriita palsu dan meinyeisatkan, yang dapat me imeingaruhi i 

transaksii eile iktroniik. 

Se ilai in i itu, ti indakan meinyeibarkan keibe inciian atau 

pe irmusuhan beirdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, se irta 

pe ingiiriiman ancaman keike irasan atau meinakut-nakuti i yang diitujukan 

seicara pri ibadi i. Seimua iinii dapat di ilakukan di i mana saja dan kapan 

saja.  De ingan meimpeirti imbangkan hal-hal i ini i, peime iriintah Iindone isi ia 

meimbuat Undang-Undang I informasi i Transaksi i Eile iktroniik (IiTEi) 

de ingan tujuan me imaksakan unsur je ira teirhadap peilaku keijahatan di i 
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duni ia maya (cybe ircri imei), Beiriikut adalah peirtanggungjawaban 

pe ilaku te irhadap ti indak pi idana peirundungan di i me idiia sosi ial  dan  

putusan-putusan teirhadap tiindak pi idana peirundungan di i meidiia 

sosiial dii Iindoneisi ia:  

 

Tabel 2. Kasus-Kasus Cyberbullying anak di Indonesia 

No Korban Pe ilaku Kasus Je iniis 

cybe irbullyi ing 

Dampak 

Te irhadap Anak 

1. 
Muri id 

SMK 

Iiniisi ial 

LNAS 

Luluk Nuriil 

(se ileibgram) 

Meinurut KPAI i, 

seile ibgram 

te irse ibut te irli ibat 

dalam ti indakan 

cybe irbullyi ing 

deingan 

me inggunakan 

keike irasan 

veirbal me ilalui i 

platform meidiia 

sosi ial Ti ikTok, 

yang 

me inyeibabkan 

korban, LNAS, 

me inyatakan 

Perundungan 

di media 

sosial  

Flamiing 

(Te irbakar) 

 

Harassmeint  

(Gangguan) 

Korban deingan 

iiniisiial Lnas 

meingungkapkan 

keiiingi inannya 

untuk ti idak  

meingi ikutii PKL 

kareina meirasa 

malu di i hadapan 

kawan-

kawannya 

kareina kasus 

teirseibut meinjadi i 

viiral di i meidi ia 

sosiial. 
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niiat untuk 

beirhe intii 

me ilakukan 

PKL. 12 

2. 
Anak 

dari i Ussy 

Suliisti iaw

aty 

Ne itiizein Kasus di imulaii 

deingan 

postiingan Ussy 

dii meidiia sosiial 

beirupa foto 

keibe irsamaan 

keiluarga. 

Namun, 

neitiizein-neiti izein 

me inyampaiikan 

kome intar yang 

ti idak sopan dan 

beirpote insi i 

me injadi i 

ti indakan bully, 

Perundungan 

di media 

sosial  

De iniigrati ion 

(Pe inceimaran 

nama bai ik) 

deingan 

maksud 

meirusak 

reiputasi i. 

Aki ibat dari i 

peirundungan 

body shami ing 

teirseibut, anak 

Ussy meingalamii 

deipreisi i dan 

meinolak makan 

kareina diibe iri i 

labe il geimuk ole ih 

neiti izein di i meidiia 

sosiial.14 

 
12 Aban, R. (2023, September 2023). Trauma dan Malu, Ini Kondisi Siswi SMK 

Probolinggo Usai Dibentak Luluk Nuril. Retrieved from Suara.com: 
https://www.suara.com/video/2023/09/08/080000/trauma-dan-malu-ini-kondisi-terakhir-
siswi-smk-probolinggo-usai-dibentak-luluk-nuril diakses 9 Juli 2024,7.03 WITA 

14 Justisia, A. (2018, Desember 12). Kasus Bullying Ussy Sulistiawati Dampak 
Pada Kesehatan Anak yang menjadi korban perundungan bisa menderita masalah psikis 
dan kesehatan. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/kasus-bullying-anak-ussy-
sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU, nuril diakses 9 Juli 2024,7.20 WITA 
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me inceila 

kome intar 

neitiizein 

te irse ibut. 

te irmasuk 

kateigoii body 

shammi ing.13 

3. 
Beitrand 

Putra 

Onsu, 

anak dari i 

Rubein 

Onsu 

Ne itiizein Beirmula dari i 

viide io yang 

beireidar di i 

platform 

me idsos, yang 

mana 

seiseiorang 

me ilakukan 

maniipulasi i 

konte in deingan 

me ingganti i 

salah satu 

bagi ian tubuh 

korban de ingan 

tubuh he iwan, 

Harassmeint  

(Gangguan) 

 

De iniigrati ion 

(Pe inceimaran 

nama bai ik) 

deingan 

maksud 

meirusak 

reiputasi i. 

Beitrand Putra 

Onsu anak dari i 

Rubein Onsu 

meingalamii 

deipreisi i dan 

teirsaki itii. 
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seirta 

me ilakukan 

ujaran 

keibe inciian 

deingan 

me ingatakan 

bahwa korban 

adalah anak 

angkat yang 

ti idak layak 

me injadi i bagi ian 

dari i keiluarga 

Rubein Onsu. 15 

Sumber : Tabel ini diolah dari berbagai sumber website seperti, 

Suara.com, Tirto.id, dan Kompas.com 

Berdasarkan tabel di atas, tabel ini dirancang untuk memberikan 

wawasan tentang berbagai kasus perundungan di media sosial yang 

melibatkan anak-anak di Indonesia. Ini membantu dalam memahami jenis-

jenis perilaku, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan pada korban. 

 
15 Maharani, R. P. (2020, Januari 18). Kronologi dan Perkembangan Kasus 

Bullying Betrand Peto. Retrieved from Kompas.com: 
https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-
perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto, nuril diakses 9 Juli 2024,7.10 WITA 
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1. Korban dan Pelaku, pada tabel ini mencatat identitas korban dan 

pelaku dalam setiap kasus, yang mencakup individu dan netizen 

anonim. Ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban atau 

pelaku perundungan di media sosial.  

2. Jenis Perundungan di Media Sosial,  flaming (penggunaan bahasa 

kasar), harassment (gangguan berkelanjutan), deningration 

(pencemaran nama baik), dan outing (penyebaran informasi pribadi).  

3. Dampak Terhadap Anak, pada tabel ini menyoroti dampak signifikan 

yang dialami korban, seperti rasa malu, depresi, penolakan terhadap 

aktivitas sosial, dan masalah kesehatan mental lainnya.  

Pada tabel di atas pelaku tindak  perundungan anak di media sosial 

tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan dari korban, berikut adalah 

tambahan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan 

pada tabel kasus-kasus perundungna anak di media sosial sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Hukum, pelaku perundungan di media sosial, 

termasuk selebgram dan netizen, memiliki tanggung jawab hukum 

atas tindakan mereka. Mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai konsekuensi 

dari perilaku perundungan di media sosial yang merugikan. 

2. Tanggung Jawab Sosial, selain tanggung jawab hukum, pelaku juga 

memiliki tanggung jawab sosial untuk memahami dari tindakan 

mereka terhadap korban. Edukasi mengenai dampak sosial dan 
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psikologis dari perundungan di media sosial perlu ditingkatkan agar 

pelaku menyadari akibat perubatan mereka.  

3. Kesadaran dan Penyesalan, mendorong pelaku untuk mengakui 

kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus dapat menjadi 

langkah awal dalam pemulihan hubungan sosial dan psikologis 

dengan korban. Ini juga mencakup permintaan maaf publik, terutama 

jika tindakan tersebut dilakukan di platfrom yang bersifat publik. 

 

Tabel 3. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial 

No Nomor 

Putusan 

Kota Pe ilaku Kasus Jeini is Cybeir 

Bullyiing 

Putusan 

Pe ingadi ilan 

1.  
160/Pi id.S

us/2020/P

N.Bna 

Banda 

Aceih 

Adanya 

ke imamp

uan 

be irtangg

ungjawa

b dari i 

pe imbuat 

(pe ilaku) 

Mohd 

Ri ieifko 

Juanda 

Meilakukan 

peingancaman dan 

peimeirasan 

te irhadap anak-

anak deingan 

seingaja meilalui i 

me idiia sosiial 

deingan 

me inyeibarkan 

seisuatu yang 

me imalukan. 

(adanya ke isalahan 

Perundunga

n di meda 

sosial 

Flamiing 

(Teirbakar) 

 

Harassmeint  

(Gangguan) 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 1 (satu) 

tahun, 10 

(se ipuluh bulan) 

dan deinda 

se ibanyak 

Rp. 

10.000.000,00-, 

(se ipuluh juta 
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Bi in 

M.Sai iful 

yang beirupa 

keiseingajaan dan 

keialpaan.) 

tiindakan yang 

diilakukan Mohn 

Riie ifko Juanda 

te irmasuk dalam 

unsur 

keiseingajaan. 

. 

rupiiah) ji ika 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meimbayar, 

diitambah piidana 

kurungan seilama 

2 (dua) bulan. 

(Darii putusan 

teirseibut dapat 

diikatakan ti idak 

adanya unsur 

alasan pe imaaf.) 

2. 
97/Pi id.Sus

/2019/PN 

Smn 

Sle iman Adanya 

ke imamp

uan 

be irtangg

ungjawa

b dari i 

pe imbuat 

(pe ilaku) 

Muham

mad Ariif 

Alfiian 

Meinyuruh anak-

anak me ilakukan 

keike irasan dan di i 

viide io, ti indakan 

te irse ibut di ilakukan 

deingan se ingaja 

seirta 

me indiistriibusiikan 

viide io teirseibut   

yang teirmasuk 

unsur pe inghi inaan 

Perundunga

n di media 

sosial 

Deini igrati ion 

(Peinceimara

n nama 

baiik) 

de ingan 

maksud 

meirusak 

reiputasii. 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 5 

(bulan), deingan 

deindan 

Rp. 

10.000.000,00-, 

(se ipuluh juta 

rupiiah) ji ika 



51 
 

Als. Ariif 

Bi in 

Maksum 

hiingga 

me ingaki ibatkan 

nama seiseiorang 

me injadi i jeile ik 

(adanya ke isalahan 

yang beirupa 

keiseingajaan dan 

keialpaan.) 

tiindakan teirdakwa 

Muhammad Ari if 

Alfiian  teirmasuk 

dalam beintuk 

keiseingajaan dan 

keialpaan. 

 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meingganti i 

keirugiian  maka 

diigantii de ingan 

kurungan seilama 

1 (satu) bulan. 

(Darii putusan 

teirseibut dapat 

diikatakan ti idak 

adanya unsur 

alasan pe imaaf.) 

3. 
1466/Pi id.

Sus/2017/

PN 

JKT.SE iL 

Jakarta 

Se ilatan 

Heirmaw

an 

als.Uheir 

Me inyeibarkan 

viide io asusi ila di i 

me idiia sosiial dan 

me impeirdagangka

n mateiri i 

pornografi i anak 

tanpa iiziin. 

(adanya ke isalahan 

Cybeirbullyii

ng 

Deini igrati ion 

(Peinceimara

n nama 

baiik) 

de ingan 

maksud 

Pada putusan 

teirseibut haki im 

meinjatuhkan 

piidana peinjara 

se ilama 3 (ti iga) 

tahun dan 6 

(einam) bulan 

dan deinda 
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yang beirupa 

keiseingajaan.) 

tiindakan teirdakwa 

Heirmawan  

te irmasuk dalam 

beintuk 

keiseingajaan 

meirussak 

reiputasii 

 

Perundunga

n di media 

sosial 

Outi ing yaiitu 

meinyeibarlu

askan foto 

pri ibadi i 

orang lai in.  

 

 

se ibeisar Rp. 

500.000.000,00,

- (li ima ratus juta 

rupiiah), ji ika 

peilaku ti idak 

sanggup untuk 

meimbayar maka 

diigantii de ingan 

piidana kurungan 

se ilama 3 (ti iga) 

bulan. (Dari i 

putusan te irse ibut 

dapat diikatakan 

tiidak adanya 

unsur alasan 

peimaaf.) 

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia 

Berdasarkan tabel putusan-putusan perundungan anak di media 

sosial, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem 

peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus perundungan 

anak di media sosial, khususnya yang melibatkan anak-anak. Berikut 

adalah hasil mengenai tabel di atas: 
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1. Konteks Sosial dan Hukum 

a. Kesadaran Hukum, tabel ini menggambarkan tingkat 

keseriusan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap kasus-

kasus perundungan anak di media sosial. Ini menunjukkan 

bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya dianggap 

sebagai pelanggaran sosial tetapi pelanggaran hukum yang 

serius. 

b. Perlindungan Anak, anak-anak merupakan kelompok yang 

rentan mendapatkan perlindungan hukum khusus. Pada tabel 

ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi 

hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka yang 

menjadi korban perundungan di media sosial. 

2. Rincian Kasus 

a. Deskripsi Pelaku dan Kasus, setiap kasus dalam tabel diatas 

menjelaskan siapa pelaku, jenis tindakan yang dilakukan, dan 

cara tindakan tersebut dieksekusi. Seperti, ancaman atau 

pemerasan melalui media sosial, penyebaran video atau 

gambar yang merendagkan, hingga penggunaan materi 

pornografi anak. 

b. Jenis Perundungan Anak Di Media Sosial, Tabel diatas 

mengkalsifikasikan jenis perundungan anak di media sosial 

yang terjadi, seperti flaming (penggunaan bahasa kasar), 

harassment (gangguan berkelanjutan), deningration 

(pencemaran nama baik), dan outing (penyebaran informasi 
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pribadi). Klasifikasi ini membantu dalam memahami sifat dan 

dampak dari berbagai bentuk perundungan di media sosial. 

3. Dampak dan Hukuman  

c. Putusan Pengadilan, Tabel diatas menunjukkan hasil dari 

proses hukum, termasuk lama hukuman penjara dan besaran 

denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, hukuman 

penjara berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, 

tergantung pada beratnya pelanggaran. 

d. Tanggung Jawab Pelaku, dengan menyoroti kemampuan 

bertanggungjawab dari pelaku, tabel ini mengindikasikan 

bahwa tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan 

pengetahuan akan dampaknya mendapatkan hukuman 

setimpal. 

4. Implikasi Lebih Lanjut 

e. Pencegahan dan Kesadaran Publik, pada tabel ini berfungsi 

sebagai alat edukasi public, menunjukkan bahwa tindakan 

perundungan di media sosial dapat mengakibatkan 

konsekuensi hukum yang serius. Ini diharapkan dapat 

mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa. 

f. Kebijakan dan Reformasi, data dalam tabel ini dapat 

digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi 

efektifitas undang-undang saat ini dan mempertimbangkan 

reformasi yang mungkin diperlukan untuk memperkuat 

perlindungna hukum bagi anak-anak. 
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Secara keseluruhan, tabel ini tidak hanya mencatat hasil dari kasus 

perundungan anak di media sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber 

informasi penting bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat 

kebijakan tentang bagaimana perundungan anak di media sosial ditangani 

secara legal di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari beberapa putusan 

dan kasus-kasus pada table diatas, mengandung unsur-unsur perundungan 

di media sosial di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan alat bantu 

komunikasi untuk: 

1. Merendahkan/menjatuhkan orang lain 

2. Menyebarkan informasi korban di public atau media sosial hingga 

mengakibatkan perundungan di media sosial terjadi. 

3. Mengancam dan memeras demi keuntungan pribadi bagi pelaku. 

4. Serta bermacam-macam serangan lainnya. 

Oleh karena itu dengan penerapan ketentuan pidana terhadap 

tindak pidana perundungan di media sosial yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh si pembuat (pelaku), yang berdasarkan 

dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak 

di media sosial. 

 

 


